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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Evolusi Pemikiran Politik Islam Sebuah Survei Historis, 

Sejarah Islam yang sudah berjalan sepanjang lima belas abad, 

menurut para ahli, dapat dibagi menjadi tiga priode klasik (hingga 

tahun 1250 M), petengahan (1250-1800 M), dan Modern (1800-

sekarang). Perkembangan Pemikiran Politik Islam juga dapat 

dibagi berdasarkan periodesasi sejarah tersebut. Terdapat 

perbedaan dan ciri khas pada masing-masing pemikiran dalam 

periode-periode tersebut.
1
 

Hubungan Agama dan politik selalu menjadi topik 

pembicaraan, baik oleh golongan yang berpegang kuat pada 

ajaran Agama maupun oleh golongan yang berpandangan sekuler. 

Bagi umat Islam, munculnya topik pembicaraan tersebut 

berpangkal dari permasalahan: Apakah kerasulan Muhammad 

SAW. Mempunyai kaitan dengan masalah politik: atau apakah 

                                                             
1
 Dr. Muhammad Iqbal, Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik 

Hingga Indonesia Konteporer, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 1. 
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Islam merupakan Agama yang berkait erat dengan politik, 

kenegaraan dan pemerintahan; dan apakah sistem dan bentuk 

pemerintahan, sekaligus prinsip-prinsipnya terdapat dalam Islam 

? Munculnya permasalahan tersebut dipandang wajar, karena 

risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah Agama 

yang penuh dengan ajaran dan undang-undang (qawanin) yang 

bertujuan membangun manusia guna memperoleh kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat. 

Tentang hubungan agama dan Negara Terdapat tiga 

kelompok pemikiran mengenai hubungan Agama dan Negara. 

Kelompok pertama berpendapat bahwa Negara adalah lembaga 

keagamaan dan sekaligus lembaga politik. Karena itu kepala 

negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. 

Kelompok kedua mengatakan bahwa negara adalah lembaga 

keagamaan tapi mempunyai fungsi politik. Karena itu kepala 

negara mempunyai kekuasaan Agama yang berdimensi politik. 

Kelompok ketiga menyatakan bahwa negara adalah lembaga 

politik yang sama sekali terpisah dari agama. Kepala Negara, 
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karenanya, hanya mempunyai kekuasaan politik atau penguasa 

duniawi saja.  

Pemahaman dan penafsiran terhadap ajaran Islam 

kaitannya dengan politik dan pemerintahan juga terdapat tiga 

golongan. Golongan pertama menyatakan, didalam islam terdapat 

sistem politik dan pemerintahan, karena islam adalah agama yang 

paripurna. Golongan ke dua mengatakan didalam islam tidak ada 

sistem politik dan pemerintahan, tapi mengandung ajaran-ajaran 

dasar tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Sedangkan golongan ketiga berpendapat islam sama sekali tidak 

terkait dengan politik dan pemerintahan. Ajaran agama hanya 

berkisar tentang tauhid dan pembinaan Akhlak dan moral 

manusia dalam berbagai Aspek kehidupan.
2
 

Era bulan Madu. Demikian banyak pengamat melihat 

hubungan umat Islam dan Pemerintahan belakangan ini. Setelah 

sekian lama merasa tersingkirkan dari percaturan politik, kini 

umat sebagai komunitas politik mulai mendapat akses untuk lebih 

banyak berperan dalam menentukan arah perjalanan bangsa. 

                                                             
2
 Dr.j.Suyuti Pulungan, Fiqh siyasah, Ajaran sejarah dan pemikira, 

(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h. XI-XII. 
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Kiprah ICMI, kumpulan para cendikiawan muslim yang baru 

terbentuk kurang dari lima tahun yang lalu, antara lain disebut 

sebagai manifestasi riil dari era baru bagi umat Islam. 

Beberapa tokoh Islam menepati posisi strategis dalam 

pemerintahan. Kelompok ini juga semakin leluasa untuk 

bergerak, baik demi kepentingan keagamaan maupun untuk 

kepentingan pengembangan sumberdaya sosial ekonomi 

umat.kegiatan keagamaan tak lagi hanya merak didalam 

komunitas-komunitas santri yang eksklusif, tetapi juga 

menambah kekomunitas-komunitas yang dulu juga dimasukan 

dalam kategori “abangan”. Religiositas Islam juga menambah 

kedalam komunitas birokrasi. Persoalannya, inikah yang menjadi 

tujuan umat Islam selama ini? Bahwa menciptakan masyarakat 

Islami merupakan sasaran akhir dari arah perjuangan semua 

kelompok umat, barangkali tak ada yang membantahnya. Namun 

demikian, bagaimana menempatkan tujuan akhir dari perjuangan 

tersebut dalam konteks berbangsa dan bernegara,.tampaknya ini 

yang sampai kini masih menyimpan kontroversi. 
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Bila kita mengikuti berbagai pikiran yang berkembang 

dikalangan umat Islam, sebetulnya beragam pola strategi 

perjuangan Umat telah berkembang. Namun, dengan sedikit 

menyederhanakan, paling tidak, ada dua strategi yang sedang 

domonan. Pertama, Islamisasi masyarakat melalui jalur 

kekuasaan. Kedua, Islamisasi sebagai bagian dari proses 

pembangunan politik bangsa.  

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, yang pertama 

cenderung menurut jatah terlebih dahulu dalam kekuasaan 

sebagai cermin reprentativeness dari sebuah negara demokratis. 

Sedangkan yang kedua cenderung untuk memperkokoh 

demokrasi dulu, dan jatah kekuasaan itu akan ditentukan oleh 

mekanisme politik yang lebih sehat, tanpa tergantung pada 

kekuasaan. 

Menurut Amien Rais, selama orde baru ini Umat Islam 

tidak memperoleh representasi politik yang adil dan wajar. Lihat 

saja, katanya, dilegislatif maupun eksekutif, umat Islam yang 88 

persen sampai lima tahun lalu hanya diwakili 65 persen. Padahal, 

“Dimanapun juga didunia ini, yang namanya demokrasi itu harus 
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mencerminkan representativeness government. Kalo tidak, 

namanya demokrasi omong kosong,” (kata Amien Rais). 

Cara mengimplementasikan pola strategi ini satu-satunya 

dengan jalan memperkokoh kekuatan masyarakat (empowering 

society) Melalui gerakan memberdayakan masyarakat ini, 

diharapkan suatu saat bisa menjadi perimbangan kekuatan antara 

pemerintah yang berkuasa dengan masyarakat. Sebab, hanya 

dengan adanya  perimbangan kekuasaan antara negara dan 

masyarakatklah. Kehidupan politik yang dengan demokrasi bisa 

dijamin. Pola strategi yang dikembangkan Amin Rais, misalnya, 

menyimpan berbagai persoalan. Pertama, menyangkut masalah 

representasi dipemerintahan dan lembaga perwakilan. Sejarah 

menunjukan bahwa umat tidak pernah berada dalam satu 

kesatuan politik, dengan demikian, pertanyaan yang segera 

muncul adalah siapa  jatah umat ketika harus memenuhi jatah 

representasi. Para memimpin Muhammadiyah-kah, NU-kah, para 

kiai di MUI, atau para tokoh umat di ICMI?. Kedua, perjuangan 

melalui jalur kekuasaan bisa menjadi semacam pedang permata 

dua. Di satu sisi, masuknya para pemimpin Islam dalam 
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kekuasaan bisa menjadi kontrol terhadap jalannya pemerintahan 

agar sesuai dengan moral keislaman. Tapi di sisi lain, ia bisa  

mengokohkan kekuasaan dengan mengakibatkan pada 

terancamnya perjuangan demokrasi. Dengan kata lain ketika 

pemerintahan bersifat otoriter, maka masuknya tokoh-tokoh 

Islam dalam pemerintahan yang didapat dari “kemurahan” hati 

penguasa hanya akan menciptakan status quo atau bahkan bisa 

melahirkan otoriterisma baru.
3
  

Bagi amien Rais perpolitikan Orde baru merupakan 

pengejawantahan politik yang bersifat zero-sum. Negara ini 

sedemikian kuatnya. Kalau dilawan dengan cara perpolitikan 

generasi sebelumnya, kemungkinan anda tidak mendapat apa-apa, 

bahkan membenturkan kepada dinding yang keras. Hal itu terlihat 

dari posisi Islam sebelumnya yang selalu menjadi penonton 

dipinggiran, sehingga Islam bukannya responsif terhadap 

persoalan yang ada, akan tetapi lebih memperlihatkan warna 

                                                             
3
 Arief Afandi, Islam Demokrasi Atas Bawah, Polemik Strategi 

Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais,(Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar Offset, 1997) h. 3-6 
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reaktif seperti orang yang kebakaran jenggot. Dan tidak jarang 

kemudian menimbulkan konplik antara Islam dan Negara. 

Keadaan seperti itu tentu saja memperihatinkan. Oleh 

karena itu Islam semestinya bersifat Responsif dengan bermain 

didalam tataran politik yang ada, bukan sebagai penonton yang 

berada dipinggiran. Tidak berarti orang Islam harus kehilangan 

dayakritisnya. Orang Islam  harus muncul pada  waktu yang tepat 

dan ditempat yang tepat dengan konsep-konsep yang berkaitan 

dengan kehidupan kenegaraan Indonesia. Itulah yang oleh Amien 

Rais disebut sebagai High Politics.
4
 

Dalam pandangan Amien Rais kaum muslimin harus 

dapat menarik atau mendeduksi etika, nilai-nilai, norma pokok 

serta paramenter bagi kehidupan bernegara dan berpemerintah. 

Hubungan antara ajaran-ajaran pokok Islam harus dijadikan 

landasan utama dan menjadi peraturan-peraturan fungsional dan 

oprasional dam membangun negara dan pemerintahan. 

Pernyataan Amien Rais terhadap sistem politik Islam 

selama ini menunjukan bahwa ia bukanlah seorang pendukung 

                                                             
4
 Arief Afandi, Islam Demokrasi Atas Bawah, .... h. 12-13. 
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konsep Negara Islam secara formalistik. Namun demikian, bukan 

berarti ia mendukung sekularistik, sebab realisasi ajaran-ajaran 

Islam yang telah dijabarkan dalam syari’at tetap membutuhkan 

Negara sebagai pemegang otoritas politik. Sebab, suatu hukum 

hanya bisa dilaksanakan jika ada otoritas yang melaksanakan 

penetapan hukum. Dalam pandangan Islam negara adalah penjaga 

syari’ah supaya tidak mengalami distorsi dan penyelewengan-

penyelewengan. Dalam pandangannya syari’ah adalah sistem 

hukum yang lengkap dan terpadu, agar syari’ah dapat 

dilaksanakan sudah pasti membutuhkan kekuasaan politik dan 

yang memiliki kekuatan untuk melaksanakn hukum itu adalah 

negara. Menurut Amien Rais dalam Pandangan Islam, negara 

adalah penjaga syari’ah.
5
 

Dalam memperjuangkan kelompok Islam. bagi  Amien, 

kelompok Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia 

kurang terwakili secara proposional dilembaga-lembaga 

kenegaraan. Untuk ini, Amien Rais merapatkan diri kepada 

                                                             
5
 Andri Nirwana AN, “Konsep Islamic State Amien Rais dan 

Nurkholis Majid”, Jurnal Substantia Vol. 15, No. 1 (April 2013) Fakultas 

Usuluddin IAIN Ar Raniry Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh, h. 47. 

http://download .portalgaruda.org/article.php?article, diunduh pada 04 

September 2018. 
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pemerintah untuk menambah “jatah” Umat Islam dilembaga ini. 

Amien Rais memakai basis Muhammadiyah untuk bisa memiliki 

posisi tawar yang kuat diatas. Amien Rais juga banyak bekerja 

dibawah, mengorganisir orang-orangnya, sehingga beliau bisa 

terpilih menjadi Ketua Umum Muhammadiyah. Dengan topi 

Ketua Umum inilah Amien bisa berbicara dengan Pejabat-pejabat 

pemerintah dengan bobot yang kuat.
6
  

Amien Rais juga dikenal sebagai salah satu tokoh utama 

yang sangat berperan besar dalam berdiri reformasi 1998. Oleh 

beberapa kalangan dianggap sebagai tokoh kunci lahirnya 

reformasi terutama dalam menggalang kekuatan mahasiswa 

(kampus) yang juga pada akhirnya dianggap sebagai motor 

jatuhnya Soeharto. Amien Rais mengungkapkan bahwa: “Hasil 

Reformasi itu harus kita pertahankan agar tidak mengalami 

setback atau kemunduran. Hasil itu antara lain adalah UUD 1945 

yang berjalan dengan melalui empat tahapan dengan cukup 

sukses. Dwi fungsi ABRI yang dulu dianggap sebagai 

penyimpangan demokrasi juga telah ditata kembali, sehingga 

                                                             
6
 Arief Afandi, Islam Demokrasi Atas Bawah,..., h. 40-41. 
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seluruh anggota DPR, DPRD dan DPD dipilih oleh rakyat pada 

pemilu 2004.  

Peran Amien Rais saat Reformasi sangat terlihat ketika ia 

menjadi ketua MPR yang memperkarsai Amandemen UUD 1945 

tahun 1999-2002, hasil Amandemen tersebut ssampai saat ini 

masih dipakai dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
7
  

Perjuanga Amien Rais untuk terjadinya reformasi atau 

perubahan tersebut semata-mata adalah tugas intelektual, tugas 

seorang agamawan, atau juga tugas seorang muslim pada 

umumnya. Dengan demikian, Amien Rais dengan tanpa beban 

dan tidak gentar sedikitpun terhadap berbagai resiko yang 

mungkin timbul akibat berbagai ungkapannya yang lugas, dan 

apa adanya itu. Sebutan sebagai Bapak Reformasi memang 

pantas diberikan kepada beliau, sebab ia sepertinya secara 

sengaja sering didaulat oleh sejumlah kalangan untuk menjadi 

“imam” mereka. Yakni dalam hal memimpin ide atau gagasan, 

memformulasikan gagasan agar menjadi lebih jelas dan gampang, 

                                                             
7
 Paisal Tanjung,”Pemikiran Amien Rais Tentang Ketatanegaraan 

Republik Indonesia Pasca Reformasi Tahun 1999”, Jurnal JOM FISIP Vol. 5 

N0. 1 (April 2018) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, h. 

3. http://media.neliti.com/publications, diunduh pada 11 November 2018. 

http://media.neliti.com/
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dan sebagainya.
8
 Oleh karena itu penulis memandang penting 

untuk mengkaji pemikiran politik islam Amien Rais, yang 

dimana kita ketahui Amien Rais Oleh banyak pengamat 

pemikirannya juga digolongkan sebagai pemikiran Islam 

modernis yang mewarnai dikursuskan tentang Islam di Indonesia. 

Maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam Pemikiran Politik 

Islam Amien Rais (Kajian Tentang Tujuan Negara dan Sistem 

Pemerintahan). 

 

B. Fokus Penelitian 

Penulis Ingin Memfokuskan Masalah Pemikiran Politik 

Islam Amin Rais kajian tentang tujuan negara dan Sistem 

pemerintahan, yang diambil dari Sumber kajian pustaka yang 

dikemukakan Oleh Amien Rais mengambil beberapa reverensi 

dan karya Ilmiyah tersebut sehingga bisa dituangkan dalam 

Penyusunan Skripsi ini. 

 

 

 

                                                             
8
 Ahmad Bahar, Biografi Cendikiawan Amien Rais, Gagasan dan 

Pemikiran Menggapai Masa Depan Indonesia Baru, (Yogyakarta, Pena 

Cendekia, 1998), h. 119. 
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C. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang Masalah di atas dapat 

dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pemikiran Politik  Islam Amien Rais 

tentang Demokrasi dan tujuan Negara ? 

2. Bagaimana  Pemikiran Amien Rais tentang Sistem 

Pemerintahan Negara ? 

3. Bagaimana Pandangan Amien Rais tentang hubungan 

Agama dan Negara? 

  

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai perumusan masalah tersebut,maka tujuan yang 

ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Pemikiran Politik Amien Rais tentang 

Demokrasi dan Tujuan Negara 

2. Untuk mengetahui Pemikiran Amin Rais tentang Agama dan 

Politik 

3. Untuk mengetahui Pandangan Amien Rais tentang bungan 

Agama dan Negara. 
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E. Manfaat  Penelitian 

Dalam penulisan Skripsi ini manfaat penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran yang didapatkan di Fakultas Syariah 

Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten Mengenai 

Politik Islam menurut Amien Rais. 

2. Secara praktis, penelitian ini adalah untuk menambah 

wawasan ilmu pengetahuan sebagai khazanah intelektual 

muslim dalam kajian Pemikiran Politik Islam baik bagi 

penulis maupun mahasiswa tentang Pemikiran Politik Islam 

menurut Amien Rais dengan High Politicnya tentang Tujuan 

Negara dan Sistem Pemerintahan. 

 

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Untuk menghindari duplikasi, Penelitian ini melakukan 

penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu karena 

penelitian mengenai pemikiran politik sudah banyak dilakukan 

oleh mahasiswa fakultas Hukum Syariah terutama di Universitas 

Sultan Maulana Hasanuddin Banten, diantaranya ialah : 



 
 

15 

Intan Fawaida, NIM: 131200249 Tahun 2017, Jurusan 

Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Sultan 

Maulana Hasanuddin Banten, dengan Judul PERSPEKTIF 

IMAM AYATULLAH RUHULLAH KHOMEINI TENTANG 

NEGARA. Euis Farida, NIM: 98325383 Tahun 2000, Jurusan 

Syariah Stain Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan Judul 

Skripsi KONSEP NEGARA ISLAM WACANA PEMILIHAN 

POLITIK MUHAMMAD ABDUH DAN SAID HAWWA. 

Bahudin NIM: 9665015 Tahun 2000 Jurusan Jinayah Siyasah 

Stain Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan Judul 

AGAMA dan NEGARA DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD 

NATSIR. Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang 

dikemukakan tersebut menurut Pemikiran Tokoh Politik 

Islam,ada perbedaaan dari sudut Pandang tokoh salah satunya 

dengan apa yang dibahas oleh penulis, karena penulis disini ingin 

mengkaji lebih mendalam tentang Pemikiran Politik Amin Rais 

dengan High Politicnya tentang tujuan Negara dan sistem 

pemerintahan, karena yang kita ketahui bahwa gagasan High 
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Politik Amien Rais kian memperoleh perhatian besar dari 

berbagai kalangan. 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Secara etimologi kata Negara menurut kamus besar 

bahasa Indonesia merupakan bentuk kata benda yang abstrak atau 

noun. Kata itu diartikan dengan: (1) bentuk organisasi dalam 

suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang 

syahdan ditaati oleh rakyat. Kelompok sosial yang menduduki 

wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga 

politik dan pemerintah yang efektif. Mempunyai kekuasaan 

politik, berdaulat dan berhak menentukan tujuan nasionalnya 

sendiri.  dalam bahasa arab. Kata negara sering diistilahkan 

dengan kata daulah dan jamaknya duwal. Menurut  Ahmad 

Warson Munawwir. Kata daullah tersebut diartikan dengan 

hukumah artinya pemerintah atau Negara. Dalam bahasa Inggris, 

kata Negara dipakai istilah State atau nation, sedangkan yang 

merujuk kepada pengertian negeri, dipakai istilah country. 

Dalam pengertian terminologi, Negara menurut Mc. Iver 

dalam The Modern State yang dikutip Endang Saifuddin Anshari 
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dalam wawasan Islam (1986 165) adalah; organisasi territorial 

satu atau beberapa bangsa yang mempunyai kedaulatan, yakni 

sebuah insitusi dari satu atau beberapa bangsa yang berdiam 

dalam suatu daerah tertentu dengan fungsi menyelenggarakan 

kesejahteraan bersama, baik material maupun spiritual. Menurut 

Djokosoetomo dalam ikhtisar Ilmu Negara memberi batasan 

sebagai berikut: 

Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan 

manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada dibawah 

satu pemerintahan yang sama. pemerintahan ini sebagai alat untu 

bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan 

organisasi Negara antara lain kesejahteraan, pertahanan, 

keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan seterusnya. Untuk 

dapat bertindak dengan sebaik-baiknya, pemerintah mempunyai 

wewenang. Wewenang mana dibagikan lagi kepada alat-alat 

kekuasaan Negara agar setiap sektor tujuan Negara dapat 

bersamaan dikerjakan.” 

Shiddiq Abdurrahman mendefinisikan Negara sebagai 

suatu komunitas masyarakat manusia yang hidup. Didalamnya 
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terdapat aparatur Negara yang bertugas melaksanakan 

administrasi sosial, manajemen internal dan eksernal, baik dalam 

keadaan perang maupun damai.  Di dalam al-Qur‟an maupun 

Hadits Nabi Muhammad Saw, istilah Negara tidak disinggung. 

Kalaupun ada kata dulah (du latan bainal aghniya), kaitannya 

dengan masalah ekonomi atau perputaran harta. Menurut 

Hasbullah Bakri (1984 : 14), Islam adalah agama bukan Negara, 

tetapi ajarannya sangat jelas mengandung tata aturan cara 

bernegara. Karena itu menurut Hasbullah Bakri selanjutnya, tidak 

dikenal istilah Darul islam atau Daulah Islamiyyah, yang ada 

adalah term Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur, negeri 

yang baik.
9
 

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan politik yang 

kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara 

langsung (demokrasi langsung) maupun melalui melalui 

perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa 

Yunani (demokratia) “kekuasaan rakyat”, yang merujuk pada 

sistem politik yang muncul  pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 

                                                             
9
E. Syibli Syarjaya dan B. Syafuri, Pemikiran Politik dalam Islam, 

(Lembaga Penjamin Mutu IAIN SMH  Banten, 2014), h.  29-31. 
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SM di Negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul 

revolusi rakyat pada tahun 508 SM. Istilah demokrasi 

diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai bentuk 

pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa 

kekuasaan berada di tangan oleh orang  banyak (rakyat). 

Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan 

demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan 

untuk rakyat”. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam system 

demokrasi ada ditangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, 

kesempatan, dan suara yang sama dalam mengatur kebijakan 

pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil 

berdasarkan suara terbanyak. Selain dari pada itu Demokrasi 

merupakan sistem pemerintahan yang elemennya saling terkait 

dan integral. Dalam demokrasi, kekuasaan untuk mengatur 

diperoleh dan dipertahankan melalui pemilihan umum yang bebas 

dan diikuti oleh sebagian besar warga Negara yang memiliki hak 

pilih dan hak dipilih. Huntington berperdapat bahwa demokrasi 

berbicara mengenai sumber wewenang bagi pemerintah; tujuan 
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yang dilayani oleh pemerintah, dan prosedur untuk membentuk 

pemerintahan, yang berasal dari kedaulatan rakyat.
10

 

Dalam Fiqh demokrasi dikenal dengan Syura. Secara 

etimologi , syura atau al-musyawaroh dan al-masyuroh, berasal 

dari pecahan kata kerja syawaro . Ibnul Manzhur (w. 711 H) 

dalam bukunya “Lisan al-Arab” menyatakan, jika dikatakan 

“syara al-‘asal yasyuuruhu syaura”, yakni mengeluarkan dan 

memilih madu (dari tempatnya). Abu Ubaid berkata: “syirtu al-

asal wa isytartuh, artinya aku mengambilnya (madu itu) dari 

tempatnya,” demikian pula jika dikatakan, “asyirni ‘ala al-asal, 

artinya bantu aku memindahkan (madu) ini. Syirtu ad-daabah 

syauran, artinya aku menawarkannya (hewan ternak). Untuk 

dijual,apakah aku terima harganya atau tidak.” 

Jadi awal dari makna syura adalah al-istikhraj 

(mengeluarkan), al- izh-har (menampakkan) dan al-i’anah 

(bantuan). Mashdar-nya (akar katanya) adalah masyurah ada pula 

yang mengatakan musyawarah. Ibnu Hajar Al-Asqalani (w. 852 

H) mengatakan bahwa kata yang pertama (masyurah) yang lebih 

                                                             
10

 Abdul Hamid, Teori Negara hokum modern, Cetakan ke-1, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2016), h.  45. 
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benar. Sedangkan makna syura (musyawarah) menurut 

terminologi ia berarti tuntutan mengeluarkan pandangan dari 

mereka yang memiliki ilmu dan pengalaman untuk 

menyampaikan suatu perkara agar mendekati kebenaran.  

Mahmud Al-khalidi memberi definisi musyawarah 

adalah perkumpulan manusia untuk mencari kebenaran dengan 

cara mengeluarkan berbagai pandangan pada suatu masalah 

tertentu agar tercapai sebuah keputusan.Yang dimaksud disini, 

musyawarah yang berkaitan dengan maslahat umat secara umum. 

Jadi definisi yang tepat, “tuntutan mengeluarkan pandangan umat 

atau mewakili mereka dalam urusan-urusan publik yang terkait 

dengan kepentingan-kepentingan mereka.”
11

 

Prinsip Musyawarah dari Al-Qur’an dalam surat 

Ali’Imran (3):159 menjelaskan sebagai berikut: 

                   

                    

                           

                                                             
11

Rapung Samuddin, Fiqh Demokrasi, (Jakarta: Gozian Press, 2013), 

h .167-168. 
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Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu 

berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap 

keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari 

sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampun 

bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam 

urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, 

maka bertawakalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang yang bertawakal kepada-Nya. (Q.s. Al-Ali‟Imran/3:159).
12

 

 

Surah yang kedua terdapat pada surah Al-Syura 

(42):38 sebagai berikut: 

 

                      

            

 

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) 

seruan tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka 

menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada 

mereka. (Q.S. Al-Syura/42:38).
13

 

 
 

Prinsip-prinsip Musyawarah dari Hadist yaitu 

sebagai berikut: 

“hendaklah kamu selesaikan segala urusan kamu dengan 

bermusyawarah." 

                                                             
12 Dr.j.Suyuti Pulungan, Fiqh siyasah,..., h. 8. 
13 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta, Cv. 

Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 699. 
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“Bermusyawarahlah kamu dengan orang-orang yang 

memiliki pemikiran tajam (ahl al-ra’yi) tentang suatu hal dan 

ikutilah mereka dalam hal itu.”  

“Apabila salah seorang kamu meminta konsultasi kepada 

saudaranya, maka hendaklah ia memberikan petunjuk kepada 

orang itu” (H.R. Ibn Majah). 

“Orang yang dimintakan nasehatnya adalah orang 

terpercaya” (H.R. Ibn Majah).
14

 

Bila menengok Perkembangan demokrasi di Indonesia, 

dari pengamatan Bung Hatta Sumber Demokrasi, Tegasnya 

Demokrasi Sosial di Indonesia ada tiga. Pertama, Sosialisme 

Barat yang membela Prinsip-prinsip kemanusiaan yang sekaligus 

dipandang sebagai tujuan dari Demokrasi. Kedua, ajaran Islam 

yang memerintahkan kebenaran dan keadilan tuhan dalam 

Masyarakat. Ketiga, pola hidup dalam bentuk kolektivisme 

sebagaimana terdapat didesa-desa Indonesia. Jadi bung Hatta 

berkeyakinan Bahwa pondasi Demokrasi di Indonesia sudah 

cukup solid karena didukung oleh kombinasi Organik tiga 

                                                             
14 Dr.j.Suyuti Pulungan, Fiqh siyasah,..., h. 21. 
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kekuatan sosio-religius diatas yang memang sudah mengakar 

dalam bagian Masyarakat kita. Bila demokrasi lenyap maka 

lenyap pulalah Indonesia Merdeka, kata Hatta.  

Sesudah proklamasi kemerdekaan  1945, Indonesia 

secara teoritis telah mengenal tiga model demokrasi; Demokrasi 

Liberal (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965), dan 

Demokrasi Pancasila (1966-sekarang).
15

 

Secara terminologi, High politic diartikan sebagai 

prilaku politik luhur dan bukan politik tinggi yang mengesankan 

elitis. Luhur dalam artian formula mengenai etika keagamaan 

yang ditempatkan secara basis politik kelembagaan dan sistem 

maupun perilaku. Hal ini bisa dicermati tiga ciri High politic 

yang ditonjolkan dalam pemikiran politik Amien Rais yaitu, 

pertama, politik sebagai amanah dan sebagai konsep keagamaan. 

Kedua, kesadaran akan tanggung jawab politik. Ketiga 

keterkaitan politik dengan prinsip ukhuwah yang melampauwi 

                                                             
15

 Dr, ahmad Syafii Maarif, Islam dan Politik,Teori Belah Bambu 

Masa Demokrasi Terpimpin(1959-1965), (Jakarta: Gema Insani Press,1996),h. 

197-198. 
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batas etnik, ras, agama, dan status sosial ekonomi budaya 

lainnya.
16

 

Politik bagi Amien Rais adalah Realisasi kesadaran etik 

keagamaan atas peran seseotang yang bermanfaat bagi sebanyak 

mungkin orang lain, lebih dari sekedar orang lain membuat orang 

lain bisa berperan. Karena itu, demokratisasi adalah peran imam 

berdasi sebagai pilihan strategis mencapai kehidupan lebih 

demokratis dibawah pradigma etika keagamaan Islam. Posisi 

strategis sebagai lembaga politik modern, merupakan orientasi 

umum dan sasaran serta target jangka pendek bagi pelaksanaan 

amar ma’ruf nahi munkar sebagai peran dan komitmen elit 

atrategi intelektual muslim.
17

 

                                                             
16

 Fathorrahman, Pradigma Politik Profetik, Sebuah Pembacaan 

Ideografik Terhadap Politik Adiluhung Amien Rais, Jurnal Agama dan Hak 

Asasi Manusia Vol. 4 no. 1b(November 2014), Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga, h. 124. http://ejournal.uin-

suka.ac.id/syariah/inrifht/article/download/1276/1104, diunduh pada tanggal 

05 November 2018. 
17

 Arief Afandi, Islam Demokrasi Atas Bawah.... h. 105-106. 

http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inrifht/article/download/1276/1104
http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inrifht/article/download/1276/1104
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Prinsip Amal Ma‟ruf dan Nahi dan mungkar dari Fiqh 

Siyasah  dijelaskan dalam surat Ali‟Imran (3):10 dan Surat 

Ali‟Imran (3):114.
 18

 

                 

                   

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang 

dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan 

mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah 

(Q.S..Ali’Imran/3:110).
19

 

 

                    

                

    

 

Artinya: Mereka beriman kepada Allah dan hari 

penghabisan, mereka menyuruh kepada yang makruf , dan 

mencegah dari yang mungkar dan  bersegera kepada 

(mengerjakan) berbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-

orang saleh (Q.S. Ali’Imran/3:114).
 20

 

 

                                                             
18 Dr.j.Suyuti Pulungan, Fiqh siyasah,..., h. 17. 
19 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta, Cv. 

Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 81. 
20 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta, Cv. 

Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 80. 
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Selanjutnya mengenai  keterkaitan Agama dan Negara 

dalam pemerintahan ,Islam is both a religion and state. Demikian 

ungkapan yang menggambarkan posisi Muhammad sebagai 

pembawanya. Lepas dan benar atau tidak, disetujui atau ditolak, 

ungkapan tersebut telah melahirkan interpretasi yang cukup 

beragam dalam menyoroti posisi ganda Muhammad. Beliau, 

menurut pesan ungkapan diatas, dianggap sebagai pemegang 

kekuasaan. Karir kenabian (Prophetic career) meminjam istilah 

G.E Von Grunebaum, Muhammad adalah sekaligus karir politik 

dan sosial. Karir ganda tersebut tidak hanya dipegang dan 

dilakukan oleh Muhammad, namun oleh seluruh nabi-nabi 

sebelumnya. Bahwa para Nabiterdahulu memegang jabatan 

ganda, yaitu jabatan kenabian dan jabatan politik. 

Salah satu hal mengenai Islam yang tidak mungkin 

diingkari ialah pertumbuhan dan perkembangan Agama itu 

bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan sistem politik 

yang diilhaminya. Sejak Rasulullah SAW. Melakukan hijrah dari 

mekah ke yatsrib yang kemudian diubah namanya menjadi 

Madinah hingga saat sekarang ini dalam wujud sekurang-
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kurangnya kerajaan saudi Arabia dan Republik Islam Iran, Islam 

menamilkan dirinya sangat terkait dengan Kenegaraan. 

Secara Umum keterkaitan antara Agama dan Negara, 

dimasa lalu dan zaman sekarang, bukanlah hal yang baru, apalagi 

hanya Khas Islam. Pembicaraan hubungan antara Agama dan 

Negara dalam Islam selalu terjadi dalam suasana yang stigmatis. 

Ini disebabkan pertama, hubungan agama dan negara dalam islam 

adalah yang paling mengesankan sepanjang sejarah umat 

manusian. Kedua sepanjang sejarah, hubungan kaum Muslim dan 

non Muslim Barat (Kristen Eropa) adalah hubungan penuh 

ketegangan.
21

 

Pandangan Amien Rais terhadap hubungan agama dan 

negara secara subtansial sangat dipengaruhi oleh pemikiran 

Muhamad Nasir. Hal ini dikarenakan Nasir adalah tokoh Islam 

yang sangat dikagumi oleh Amien Rais.  Menurut Amien Rais, 

Islam sebagai agama wahyu telah  memberikan etik yang sangat 

jelas bagi pengelolaan seluruh kehidupan bernegara dan 

berpemerintahan. 

                                                             
21

 E.syibli Sarjaya, Pemikiran Politik Islam,..., h. 19-20. 
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Tentang negara ideal ini memberi rumusan ciri-ciri yang 

harus ada dalam negara Islam yang menurutnya merupakan nilai-

nilai politik pundamental yang seharusnya ditegakan. Pertama, 

bahwa negara dan masyarakat harus ditegakan diatas dasar 

keadilah (al„adalah), kedua adalah Musyawarah (Syura), ketiga 

adalah persaudaraan atau persamaan (ukhuwah), keempat, 

kebebasan/kemerdekaan dan kelima pertanggung jawaban 

penguasa dihadapan rakyat.
22

 

Pendapat Amien Rais tantang Suatu pemerintahan yang 

didirikan dengan bimbingan Islam (Syari’ah Islamiyah) 

mempunyai tujuan ganda yang tipikal, yaitu menjamin tegaknya 

keyakinan (ad-din) dan menjamin terpenuhinya kepentingan 

rakyat. Namun tujuan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan 

merupakan tujuan antara untuk mencapai kebahagiaan (falah) di 

akhirat.
23

 

 

  

                                                             
22

 Andri Nirwan AN, Konsep Islamic State... h. 48. 
23

 M. Amien Rais, Cakrawala Islam, Antara Cita dan Fakta, 

(Bandung: Mizan, 1999), h. 53. 
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H. Metode Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah “kualitatif‟‟ 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan 

untuk mendapatkan pemahaman (verstehen/understanding) 

yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan social. 

Pemahaman tersebut tidak dipahami terlebih dahulu, tetapi 

didapatkan setelah dilakukan analisis terahadap kenyataan 

social yang menjadi focus dari penelitian.
24

 karena sifatnya 

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. 

2. Data dan Sumber Data 

Data adalah koleksi data-data atau nilai numerik (angka) 

sedangkan sumber data adalah subjek darimana data dapat 

diperoleh. 

Data ini termasuk data sekunder, karena sumber data 

pada penelitian perpustakaan pada umumnya bersumber pada 

data sekunder artinya bahwa penelitian memperoleh bahan dari 

tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama 

                                                             
24

 Pedoman Penulisan Skipsi, Fakultas Syari‟ah Universitas Islam 

Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018, hlm 5. 
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dilapangan. Yang terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer yang bersumber pada buku-buku 

pokok, Al-Qur‟ an, Hadist. 

b. Bahan hukum sekunder yang bersumber pada buku, dan 

jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier yang bersumber pada kamus, 

ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan 

teknik Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data melalui 

telaah dokumen dengan pengumpulan dokumentasi-

dokumentasi yang akan memperkuat informasi. Atau teknik 

dokumentasi bisa disebut sebagai strategi yang digunakan 

dengan mengumpulkan data dari buku-buku,  jurnal, dan 

dokumenlainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Penulis dalam Penelitian Ini,Meneliti Tentang Pemikiran 

Pemikiran Politik Islam Ahmad Amin Rais. 

 

 



 32 

4. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data penulis menggunakan pola 

pendekatan deskripstif  yaitu dengan editing data dan 

klasifikasi data. Editing data dimaksudkan untuk mengetahui 

benar tidaknya dan lengkap tidaknya data yang terkumpul, 

sedangkan klasifikasi data dimaksudkan untuk memilah-milah 

data sehingga memudahkan dalam analisisnya. Kegiatan 

selanjutnya adalah mengelolah data dengan cara 

menghubungkan data-data tersebut yang diperoleh dari 

berbagai sumber data. Kemudian mengaitkannya dengan 

permaslahan yang diteliti. Hasil pengelolaan tersebut 

merupakan data jadi untuk selanjutnya melakukan mpenarikan 

kesimpulan. 
25

 

 

I.  Sistematika Pembahasan 

Dalam Penulisan Skripsi Ini, Penulis Membagi Menjadi 

Lima Bab, dan Setiap Bab dibagi Menjadi Beberapa Sub Bab, 

Yakni Sebagai Berikut : 

                                                             
25

 Drs. Toto Syatori Nasehudin. Drs. Nanang Gojali, Metode 

Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Cv pustaka setia, 2012), h . 76. 
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BAB I    :  Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang 

Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang 

Relevan, Krangka Pemikiran, Metode Penelitian, 

dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II  :  Biografi Amin Rais, Riwayat Hidup Amin 

Rais,Latar Belakang Pendidikan, dan Karya-

karyanya. 

BAB III   :  Tinjauan Teoritis Politik Islam Tentang Pengertian 

Demokrasi dan Tujuan Negara  

BAB IV  :  Kajian Pemikiran Politik Islam menurut Amien Rais 

yang Meliputi : 

A. Demokrasi dan Tujuan Negara 

B. Sistem Pemerintahan 

C. Hubungan Agama dan Negara 

BAB V  :  Penutup, Berisi Kesimpulan dan Saran. 


